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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan
Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea
masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai
normalnya dan menyebabkan kerugian serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D
ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor
Produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Republik Rakyat Tiongkok.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN
No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93
TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No0.4916), PP 34 Tahun
2011 (LN Tahun 2011 No.66, TLN No0.5225), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Republik Rakyat
Tiongkok yang termasuk dalam pos tarif ex. 7225.30.90 sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan
pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dengan spesifikasi memiliki
kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003% atau memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% -
0,003% dan Titanium (Ti) s 0,025%, dikenakan Bea Masuk Antidumping. Nama eksportir
dan/atau eksportir produsen produk yang dikenakan Bea Masuk Antidumping dan
besaran Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri
ini. Pengenaan Bea Masuk Antidumping merupakan tambahan atas bea masuk umum
(Most Favoured Nation) yang telah dikenakan atau tambahan atas bea masuk
preferensi berdasarkan skema perjanjian atau kesepakatan intemasional yang berlaku
yang telah dikenakan, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam
skema perjanjian atau kesepakatan internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan
dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional. Besaran Bea Masuk
Antidumping berlaku sepenuhnya terhadap barang impor Hot Rolled Coil of Other Alloy
(HRC Alloy) yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor
pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal
penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean
atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian
kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa
pengajuan pemberitahuan pabean.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya
Peraturan Menteri ini dan mulai berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung
sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2022 dan diundangkan pada
tanggal 22 Februari 2022.






